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ABSTRAK

Gita Evita/ 22 2007 118/ 2011 “Analisis Penerapan Good Corporate
Governance Dalam Memperbaiki Kinerja Pada PT. Kereta Api (persero)
Devisi Regional 111 Sumatera Selatan.

Tujuannya untuk mengetahui penerapan good corporate governance dalam
memperbaiki kinerja pada PT. Kereta Api Devisi Regional IIl Sumatera Selatan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui penerapan good corporate governarce pada PT.
Kereta Api yang tidak terlaksana dengan baik. Populasi pada penelitian ini
sebanyak 13 orang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.
Teknik yang digunakan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data
yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan Teknik analisis pada penelitian
ini yakni penulis menjelaskan tentang fenomena masalah yang ada pada PT.
Kereta Api kemndian dihubungkan dengan beberapa teori.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (simpulan) prinsip-prinsip geod corporate
governance belum terlaksana dengan baik pada PT. Kereta Api Devisi Regional
I1I Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan prinsip-prinsip good
corporate governance itu sendiri, meliputi prinsip transparansi (ransparency),
kemandirian (independence), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), dan kewajaran (fairness). Hal ini disebabkan olen kurangnya
pengetahuan para karyawan mengenai prinsip-prinsip good corporaie governance
itu sendiri.

Kata kunci: Good corporate governance, Kinerja usaha

xiii



ABSTRACT

Gita Evita/ 22 2007 118/ 2011 “ The analysis oof good corporate governance
implementation in improving the performance at PT. Kereta Api (Persero)
Devisi Regional III South Sumatera “.

The purpose of this study was to find out the implementation of good corporate
governance in improving performance at PT. Kereta Api (Persero) Devisi
Regional Il South Sumatera branch based on the principles of good corporate
governance.

This study use descriptive research, that was the study to know the
implementation of good corporate governance at PT. Kereta Api wich did work
well applay. Populations in it was thirteen person who related with that
operational company directly. The data used in this study was primary data. The
techniques of collecting the data were interviews, questionnaires, and report. Data
analysis in this study was a qualitative analysis. The technique of analysis data
was to explan the performance problem at PT. Kereta Api dealing with some
theories.

The result showed that the principles of good corporate governance had not been
applied well at PT. Kereta api. It could be seen on the implementation of the
principles of good corporate governance. That was including the principles of
transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. This was
due to the lack of employes knowledge about the principles of good corporate
governance.

Key words : Good corporate governance, businnes performance
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan, program atau kebijakan di dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi organisasi yang tertuang di dalam skema strategi organisasi
(Indra, 2000: 329). Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai prestasi
manajer dalam unit organisasi yang dipimpinnya.

Pengukuran kinerja merupakan salak satu alat kontrol organisasi
pemerintah yang bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai
tujuan organisasi. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari
instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokck dan fungsi sulit untuk
dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya
suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat
keberhasilan suatu organisasi secara khusus.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan
memberikan tingkat pencapaian kinerja yang kemudian hasilnya berupa
umpan balik yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus
menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Melalui
pengukuran kinerja diharapkan instansi/lembaga/ organisasi dapat diukur dan
dievaluasi dengan adanya suatu pengukuran kinerja. Kinerja perusahaan yang

baik harus sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, yang




salah satunya berfungsi untuk “mengebalkan™ perusahaan dari kondisi-
kondisi vang tidak menguntungkan.

Menurut Edi dkk (2004: 85), good corporate governance adalah suatu
sistem struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai
pemegang saham, serta mengkombinasi berbagai pihak yang berkepentingan
dengan berbagai pihak perusahaan seperti: kreditur, supplier, asosiasi usaha,
konsumen, pekerja pemerintah, dan masyarakat.

Good corporate governance adalah suatu istilah yang tidak asing lagi
dengan keadaan saat ini, khususnya dalam dunia perekonomian. Pengelolaan
perusahaan (corporate governance) telah dianggap penting bagi dunia usaha
sebagaimana di dalam pemerintahan. Penerapan corporate governance yang
efektif pada bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan
publik meniberikan sumbangan yang sangat penting dalam memperbaiki
kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan di
masa depan. Pelaksanaan good corporate governance diharapkan perusahaan
dan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kaidah yang schat disegala
bidang (Kunami, 2008).

Penerapan good corporate governance perlu didukung oleh tiga pilar
yang saling berhubungan. Tiga pilar itu bertujuan untuk dapat menciptakan
pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yaitu negara dan perangkatnya yang menciptakan peraturan
perundang-undangan, dunia usaha scbagai pelaku pasar vang menerapkan

good corporate governance sebagai pedoman pelaksanaan, masyarakat



fad

scbagai pengguna produk dan jasa serta pihak yang terkena dampak dari
keberadaun perusahaan (Wahyudin, 2008: 36).

Kriteria penerapan good corporate governance yang ba k meliputi
adanya pemahaman dan komitmen untuk melaksanakan gooc corporate
governance oleh semua anggota direksi. Melakukan kajian terhadap kondisi
perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan good corporate governance
dan tindakan korektif yang diperlukan. Menyusun program dan pedoman
pelaksanaan good corporate governance perusahaan. Melakukan internalisasi
pelaksanaan good corporate governance. Melakukan penilaian sendiri (self
assessment) atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen
untuk memastikan pencrapan good corporate governance. Hasil penilaian
tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam rapat
umum pemegang saham tahunan (Kunami, Z008).

Menurut - pengamatan  penulis,  prinsip-prinsip  good  corporate
governance yang ada PT. Kereta Api tampak belum terlaksana dengan baik.
Hal ini dapat terlihat pada bidang operasional, bidang sumber daya manusia,
bidang kcuangan, maupun bidang komersial.

Pada bidang operasional, kegiatan yang belum memenuhi prinsip-
prinsip good corporate governance dengan opaik adalah penjagaan pintu kereta
api yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan pelayanan
pada sctiap stasiun yang belum optimal. Prinsip-prinsip good corporate
governance yang belum diterapkan dengan baik adalah prinsip akuntabilitas,

pertanggungjawaban dan kewajaran.



Pada bidang sumber daya manusia, kegiatan yang belum memenuhi
prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik adalah pada
pembagian tugas pegawai dan pelaksanaannya belum lengkap dan belum
semuanya memiliki surat keputusan fungsional. Prinsip-prinsip good
corporate governance yang belum diterapkan dengan baik adalah prinsip
akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Pada bidang keuangan, kegiatan yang belum memenuhi prinsip-prinsip
good corporate governance dengan baik adalah pengelolaan administrasi buku
kas, buku pembantu kas dan bukti pendukung belum optimal. Prinsip-prinsip
good corporate governance yang belum diterapkan dengan baik yaitu prinsip
transparansi dan pertanggungjawaban. Penjelasan lebih lengkap tentang
kegiatan-kegiatan pada PT. Kereta Api yang belum menerapkan prinsip-
prinsip good corporate governance yang baik untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada lampiran 1.

Pada bidang komersial, kegiatan yang belum memenubhi prinsip-prinsip
good corporate governance dengan baik adalah angkutan penumpang yang
belum optimal. Prinsip-prinsip good corporate governance yang belum
diterapkan dengan baik adalah prinsip akuntabilitas, kemandirian,
pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Dapat disimpulkan bahwa hampir pada semua bidang kegiatan pada PT.
Kereta Api prinsip-prinsip good corporate governance belum dapat terlaksaa
dengan baik, padahal P1T. Kereta Api telah menerapkan good corporate

governance sejak tahun 2003. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis



tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analicis Penerapan Good
Corporate Governance Dalam Memperbaiki Kinerja Pada PT. Kereta Api
(Perserc) Divisi Regional III Sumatera Selatan.
. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakarg dapat dirumuskan permasalahan
apakah penerapan good corporate governance dalam memperbaiki kinerja
pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional Il Sumatera Selatan sudah

sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance?

. Tujuan Pene'itian

Berdasarkan masalah yang teleth dikemukakan maka yang menjadi
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good
corporate governance pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional Il
Sumatera Selatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate

governance.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak
sebagai berikut :
a. Bagi penulis
Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan good corporate

governance dalam memperbaiki kinerja.



b. Bagi PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan
Sebagai bahan masukan mengenai prinsip-prinsip good corporate
governance yang tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga dikemudian
hari prinsip-prinsip good corporate governance dapat terlaksana dengan
baik.

c. Bagi Almamater
Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa dimasa

yang akan datang.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul pengaruh penerapan good corporate
governance terhadap tingkat kesehatan perbankan oleh Suci (2005).
Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pengaruh
penerapan good corporate governance terhadap tingkat kesehatan perbankan?
Variabel yang digunakan adalah good corporate governance, dan perbankan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci menyimpulkan bahwa dengan
diterapkan atau tidak diterapkannya good corporate governance pada
perusahaan perbankan tidak membuat kondisi kesehatan perbankan menjadi
semakin baik, kemudian rendahnya permahanan terhadap arti penting strategi
penerapan prinsip-prinsip good corporate governance oleh pelaku bisnis.

Penelitian lainnya adalah pengaruh good corporate governance
terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh
besar menurut corporate governance perception index (CGPI) oleh Dita
(2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana
pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang termasuk kelempok sepuluh besar menurut corporate
governance perception index (CGPI)? Variabel yang digunakan pada
penelitian ini adalah good corporate governance dan perusahaan yang

termasuk kelompok sepuluh besar menurut corporate governance perception




index (CGPI). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita menunjukkan bahwa
akibat dari penyimpangan prinsip-prinsip good corporate governance
merugikan perseroan dan pemegang saham.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah sama-sama
ingin mengetahui pelaksanaan good corporate governance terhadap kinerja
pada sebuah perusahaan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang
adalah jika penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penerapan good corporate governance terhadap tingkat kesehatan perbankan
dan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut
corporate governance perception index (CGPI). Penelitian sekarang bertujuan
untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance dalam
memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional 111

Sumatera Selatan.

B. Landasan teori
1. Good Corporate Governance
a. Pengertian Good Corporate Governance
Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk
meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan



kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan peraturan dan nilai etika
(Johny, 2004: 8)

Good Corporate Governance adalah suatu sistem, proses dan
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak

yang berkepentingan (stakeholders) (Wahyudin, 2008: 7)

. Kegunaan Good Corporate Governance
Menurut Edi dkk (2004: 98) corporate yang baik diakui
“mengebalkan”  perusahaan  dari  kondisi-kondisi  yang  tidak
menguntungkan. Corporate governance yang baik telah terbukti
meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% diatas tingkat kembalian
yang normal (rate of return). Penerapan good corporate governance yang
baik memberikan manfaat sebagai berikut:
1) Perbaikan dan komunikasi
2) Minimalisasi potensial benturan
3) Fokus pada strategi-strategi utama
4) Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
5) Kesinambungan manfaat
6) Promosi citra korporat
7) Peningkatan kepuasan pelanggan
8) Perolehan kepercayaan investor
Menurut The Forum for Corpoprate Governance in Indonesia,

kegunaan dari Corporate Governance yang baik adalah:



1) Lebih mudah memperoleh modal

2) Biaya modal (cost of capital)

3) Memperbaiki kinerja usaha

4) Mempengaruhi harga saham

5) Memperbaiki kinerja ekonomi

Good corporate governance yang baik merupakan langkah yang

penting dalam membangun kepercayaan pasar (marketing confidance) dan
mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat
jangka panjang. Perusahaan dijalenkan akan mempengaruhi kesejahteraan
dalam masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat mencapai fungsi
penciptaan kemakmuran, perusahaan harus beroperasi dalam suatu
kerangka kerja yang mempertahankan perusahaan fokus pada tujuannya

dan akuntabel untuk tindakannya.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip good corporate governance merupakan kaidah, norma
ataupun pedoman korporasi yang dipelakukan dalam sistem pengelolaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat (Johny, 2004: 8).
Prinsip-prinsip good corporate governance
1) Transparansi (fransparency)

Transparansi  (transparency)  yaitu  keterbukaan  dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam



4)

5)

11

mengumumkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan
(Johny, 2004: 8)
Kemandirian (independency)

Kemandirian (independence) yaitu suatu keadaan perusaliaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan pihak manapun
vang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat (Johny, 2004: 8)

Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan terhadap fungsi,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif (Jhony, 2004: 8)
Pertanggungjawaban (responsibility)

Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesnaian dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Johny, 2004: 8)
Kewajaran (fairness)

Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam
memenuhi hak-hak stakzholders yang timbul berdasarkan perjanjian

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Johny, 2004. 8)
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d.  Asas Good Corporate Governance (GCG)
Asas good corporate governance meliputi:
1) Transparansi (transparenc;y)
Prinsip Dasar
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankar. bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh
pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya

(Wahyudin, 2008: 39).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan
kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan
saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta
anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya

yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko,




2)

sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan
pelaksanaan  good corporate  governance  serta  tingkat
kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi
kondisi perusahaan.

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan
hak-hak pribadi.

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Wahyudin, 2008:

39).

Kemandirian (independency)
Prinsip Dasar
Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate

governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga
masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
dapat diintervensi oleh pihak lain (Wahyudin, 2008: 40).
Pedoman pokok pelaksanaan
a) Musing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan

tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh



atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara objektif.

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan
tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung
jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem

pengendalian internal secara objektif (Wahyudin, 2008: 40).

3) Akuntabilitas (accountability)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola
secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat
yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

(Wahyudin, 2008: 39).

Pedoman pokok pelaksannan
a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab
masing-masing organ perusahaan da semua karyawan secara jelas

dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan.
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b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan
semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan good corporate
governance.

c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal
yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran
perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran
utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan
dan sanksi (reward and punishment system).

e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis
dan pedoman perilaku (code of conduct) yang ‘elah disepakati

(Wahyudin, 2008: 40).

Pertanggungjawaban (responsibility)
Prinsip dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan
serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam
jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate
citizen (pelaksanaan dalam sistem tata kelola yang baik)

(Wahyudin,2008: 40).



Pedoman pokok pelaksanaan

a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws).

b) Perusahaan harus mclaksanakan tanggung jawab sccial antara laian
dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan
terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan

pelaksanaan yang memadai (Wahyudin, 2008: 40).

5) Kewajaran (fairness)
Prinsip Dasar
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan  kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

(Wanyudin, 2008: 41).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mcmbuka akses
terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam

lingkup kedudukan masing-masing.
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b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan
kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

¢) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan

kondisi fisik (Wahyudin, 2008: 41).

Kriteria Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik

Kriteria penerapan good corporate governance yang baik meliputi:

1

2)

3)

4)

Adanya pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan
good corporate governance oleh semua naggota direksi, dewan
komisaris dan pemegang saham pengendalian, serta semu karyawan.
Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaiatan denga
pelaksanaan good corporate governance dan tindakan korektif.
Menyususn program dan pedoman pelaksanaan good corporate
governance perusahaan.

Melakukan internalisasi pelaksanaan good corporate governance
sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan,
serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman good corporate
governance dalam kegiatan sehari-hari.

Melakukan penilaian sendiri (self assessment) atau dengan

menggunakan jasa pihak cksternal yang independent untuk



memastikan  penerapan good corporate  governance  secara
berkesinambungan. Hasii penilaian tersebut diungkapkan dalam
laporan tahunan dan dilaporklan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham tahunan (Kunami, 2008)

2. Kinerja
a. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan di dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang di dalam skema
strategi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja
merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu
(Indra, 2000: 329).
b. Tahap penilaian kinerja usaha
Penilain kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu:
1) Tahap Persiapan
Tahap persiapan adalah seluruh tahap fase perencanaan
penialain kinerja bagi para manajer yang membawahi suatu unit kerja
tertentu dan juga untuk memberi informasi yang jelas kepada manajer
sebelum aktifitasnya serta padi fase ini dibuat suatu kesepakatan
diantara para pelaksana perusahaan tentang bagaimana mereka akan

dinilai kerjanya. Tahap persiapan terdiri dari tiga rinci, yaitu:




a) Pembandingan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang
bertanggung jawab.
b) Penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja.
¢) Pengukuran kinerja sesungguhnya.
2) Tahap Penilaian
Tahap penilaian adalah seluruh fase pengukuran hasil kerja
para manajer dan membandingkannya dengan uuran-ukuran yang telah
disepakati. Tahap penilaian terdiri dari dua tahap rinci, yaitu:
a) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah
ditetapkan dalam standar.
b) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan
untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan (Mulyadi, 2001:
420).
c. Skala Ukur Penilaian Kinerja Manajemen Berdasarkan Penerapan Prinsip-
prinsip GCG
1) Baik, berarti praktek yang ada sudah memenuhi prinsip-prinsip Good
Corporate Governance
2) Perlu peningkatan, berarti praktek yang ada baru memenuhi prinsip
minimal yang dikehendaki.
3) Perlu perbaikan, berarti praktek yang ada belum mencerminkan

prinsip-prinsip GCG secara umum perbaikan yang signifikan.
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4) Buruk, berarti belum ada praktek yang sesuai dengan prinsip-prinsip
GCG atau praktek ynag bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG

(Siskie, 2009)



BAB I

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansinya dibagi tiga macam:

1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tarpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan,
yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi
yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berocda.

3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2006: 11).

Adapun jenis penelitian yang digunakan oich penulis adalah
penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
penerapan good corporate governance pada PT. Kereta Api yang tidak

terlaksana dengan baik.
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B. Tempat penelitian
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Unit penelitian adalah PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional 111

Sumatera Selatan dengan alamat J1. Jendral A. Yani No 541 13 Ulu Plaju.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel I11. 1

Operasionalisasi Variabel

Variabel

Definisi

Indikator

] Good
Corporate
Governance

2 | Kinerja

Suatu sistem struktur untuk
mengelola perusahaan dengan
tujuan  meningkatkan  nilai
pemegang saham, serta
mengkombinasi berbagai pihak
yang berkepentingan dengan
berbagai  pihak  perusahaan
seperti:  kreditur,  supplier,
asosiasi  usaha, konsumen,
pekerja pemerintah, dan
masyarakat.

Gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan, program atau
kebijakan di dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang di
dalam skema strategi organisasi.
Secara umum dapat juga
dikatakan bahwa kinerja
merupakan prestasi yang dapat
dicapai organisas’ dalam periode
tertentu.

e Transparansi (transparency)
eKemandirian (independency)
e Akuntabilitas (accountability)
ePertanggungjawaban
(responsibility)

e Kewajaran (fairness)

o Laba/rugi

Sumber: Penulis,

2011




D. Populasi
Peiclitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja di PT. Kereta
Api Devisi Regional 11 Sumatera Selatan. yakni sebanyak 13 orang yang

berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, terdiri dari:

1. 1 orang manajer humas
2. L orang sentor manajer sumber daya manusia

3. | orang senior manajer keuangan
4. | orang senior manajer sarana
5. | orang senior manajer jalan rel dan jembatan
6. 1 orang senior manajer sintelis
7. 1 orang senior manajer operasi
8. 1 orang senior manajer komersial
9. 1 orang senior manajer pelayanan
10. I orang manajer hukum
Il 1 orang manajer pengadaan barang dan jasa
12. 1 orang senior manajer pengamanan
13. | orang senior manajer sistem informasi

E. Data yang Diperlukan

Dilihat dari cara memperoleh datanya, data terdiri dari dua jenis:

[. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara).
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2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui media perantara atau dip~roleh dan catat oleh
orang lain (Nur, 2002: 146).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berkaitan dengan penerapan

good corporate governance, diantaranya adalah:

Gambaran umum tentang struktur organisasi

b. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance

Jumlah karyawan

F. Tekrik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan terdiri dari:

1.

Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket adalah dafiar pertanyaan yang diberikan kepada
orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan
permintaan pengguna.

Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Pengamatan

Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara
langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan

dilakukan.
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4. Test (test)

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian
pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan
pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh
individu atau kelompok.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penelitian (Riduwan, 2003: 21)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

Metode analisis data terdiri dari

Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur
dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau
dalam bentuk kalimat.

Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur
dalam suatu skala numeric atau angka (Mudarajat, 2003: 124).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni

analisis kualitatif. Teknik analisis pada penelitian ini yakni penulis

menjelaskan tentang fenomena masalah yang ada pada PT. Kereta Api

kemudian dihubungkan dengan beberapa teori.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

3

Gambaran Umum PT. Kereta Api Devisi III Sumatera Selatan

Sejarah perkembangan kereta api Indonesia telah dimulai sejak zaman
pemerintahan Hindia Belanda dengan membangun jalan kereta api yang
pertama dari semarang Kedu dan seterusnya pada tahun 1842-1862 dengan
surat keputusan Raja Belanda 28 maei 1842 Nomor 270. Di Sumatera Selatan
sendiri pada zaman Hindia Belarda dikenal dengan zaman Zuice Sumatera
Spoorwagen (ZSS), awal mulanya pembuatan jaringan kereta api di Sumatera
Selatan telah ada sejak tahun 1895. Pada tahun 1908-1910 dipimpin Ir. Van
Der Woorden, pemasangan rel jurusan Teluk Belitung-Tanjung Karang-
Prabumulih dan Kertapati-Muara enim, serta dilanjutkannya jalur Muara
Enim-Lahat dan Tebing Tinggi.

Pada tahun 1913 dilakukan percobaan kereta api untuk rute Teluk
Betung-Geruntung pada tahun 1914 dibuka rute Kertapati-Muara Enim-
Tanjung Enim. Pada tahun 1920 dibuka lintang Prabumulih-Baturaja-Muara
Enim-Lahat dan pada tahun 1927 dibuka rute Negara Ratu (Baturaja)-
Martapura. Pada tahun 1928 dibuka juga rute Baturaja-Tanjung Karang.
Dengan demikian terbukalah hubungan natra Palembang dengan daerah-

daerah lainnya.
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Pada bulan maret 1942 Jawa dan Sumatera dikuasai Jepang dan kereta

api pun dikuasai oleh angkatan laut jepang (KAIGUN). Adapun sejarah

perkembangan perkeretaapian di Indonesia adalah sebagai berikut:

d.

Pada tanggal 28 September 1945 setelah indonesi merdeka. maka kereta
api diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan nama DKA RI
(Djawatan Kereta Api).

Pada tahun 1963 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22/1963
tanggal 22 mei 1963, maka status djawatan kereta api menjadi PNK
(Perusahaan Negara Kereta Api).

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 undang-undang dasar 1945 dan undang-undang
nomor 19 tahun 1969 serta lembaran Negara nomor 40 tahun 1969
(Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971) mulai September 1971,
maka status PNKA berubah menjadi PERJAN (Perusahaan Jawatan Kereta
Api).

Pada tahun 1990, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1990,
maka status perusahaan jawatan berubah menjadi PERUMKA (Perusahaan
Umum Kereta Api). Dengan tujuan disamping memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat juga untuk memupuk keuntungan bagi
pemerintah. Perkeretaapian Indonesia terus mengalami perubahan bentuk
organisasi untuk menuju perbaikan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998 PERUMKA
berubah menjadi Persero. Khinya berdirilah PR. Kereta Api (Persero)

dengan akte notaris Imas Fatimah SH Nomor 2 tanggal 1 juni tahun 1999.
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2. Visi dan misi PT. Kereta Api
Visi perusahaan adalah menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik
yang memenuhi harapan stakeholders.
Misi perusahaan adalah menyelenggarakan prasarana dan sarana
perkeretaapian berikut bisnis penunjangnya, melalui praktek bisnis terbaik
untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian

lingkungan.

3. Struktur Organisasi
Pada dasarnya suatu organisasi memerlukan pengelolaan yang memadai
untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi, maka diperlukan adanya
struktur organisasi. Struktur organisasi PT. Kereta Api Devisi Regional 111

Sumatera Sealatan adlah sebagai berikut:
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4. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi pada PT. Kereta

Api Devisi Regional I1T Sumatera Selatan

a. Devisi Regional III Sumatera Sclatan adalah satuan organisasi di
lingkungan PT. Kereta Api (persero) dan berkedudukan di Palembang.

b. Devisi regional Il Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala Devisi
Regional yang berada dibawah dan tanggung jawab kepala direksi.

Devisi Regional Il Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengusahaan angkutan kereta api, merumuskan,
merencanakan dan mengendalikan program angkutan penumpang dan barang.
Serta program pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah
devisi regional I1I Sumatera Selatan.

Devisi Regional 11l Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan evaluasi kinerja Sumber Daya Alam (SDM),
pendayagunaan keuangan, anggaran dan akuntansi, kerumahtanggan, atau
umum dan hukum, serta administrasi kas besar.

b. Pelaksanaan pengujian dan pengendalian perusahaan, kesehatan
(HIPERKES), evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan dan keselamatan
kerja.

c. Pelaksanaan hubungan masyarakat

d. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi kinerja
pemeliharaan jalan rel, jembatan, peralatan mekanik, tanah dan bangunan.

e. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi kinerja

pendayagunaan dan pemeliharaan sarana.
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f. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi
kinerja pengusahaan operasi dan pemasaran angkutan kereta api.
g. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, scrta evaluasi
kinerja pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik.
h. Pelaksanaaan pemeliharaan dan perbaikan sarana
i. Pelaksanaan pergudangan dan logistik
j-  Pengusahaan angkutan kereta api
Devisi Regional 11 Sumatera Selatan terdiri dari :
. Bagian Administrasi
Bagian administrasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan
menyusun program pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
(SDM), pendayagunaan keuangan, penyusunan rencana kerja anggaran
devisi dan akuntansi, kerumahtanggan/umum dan hukum, serta
administrasi kas besar.
Untuk melaksanakan tugas pokok , bagian administrasi mempunyai
fungsi:
a. Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi kinerja SDM
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pengesahan
pembayaran.
c. Penyusunan rencana kerja anggaran tahunan devisi dan pengelolaan
administrasi anggaran dan akuntansi
d. Pelaksanaan administrasi umum/kerumahtanggan dan hukum

e. Pelaksanaan administrasi kas besar
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Bagian administrasi terdiri dari:

1) Seksi sumber daya manusia (SDM)

2) Seksi pendayagunaan keuangan

3) Seksianggaran dan hukum

4) Seksi kerumahtanggan/umum dan hukum

5) Seksi kas besar

Bagian Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Bagian HIPERKES dan keselamatan kerja mempunyai tugas
pokok melaksanakan penelitian, pengujian dan pembinaan hygiene
perusahaan, kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja.

Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja unit

pelayanan kesehatan di wilayah devisi regional 111 Sumatera Sealatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, HIPERKES dan keselamatan
kerja mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penelitian, pengujian dan pembinaan perusahaan dan
kesehatan linglkungan kerja, economic dan psikologi kerja, serta
melaksanakan evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan

b. Pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan teknisi kegiatan
keselamatan dan perlindungan kerja.

Bagian HIPERKES dan keselamatan kerja terdiri dari:

1) Seksi HIPERKES

2) Seksi keselamatan kerja
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3. Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Seksi humas mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan
masyarakat, penyuluhan di lingkungan perusahaan (internal), serta
hubungan mastyarakat diluar perusahaan.

4. Bidang Jalan Rel, Jembatan, Tanah dan Bangunan

Bidang jalan rel, jembatan, tanah dan bargunan mempunyai tugas
pokok merumuskan, merencanakan dan mengendaiikun program
pemeliharaan jalan rel, sepur simpang, jembatan, tanah dan bangunan,
serta mengevaluasi kinerja pendayagunaan dan pemeliharaan jalan rel,
jembatan, tanah dan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang jalan rel, jembatan,
tanah dan bangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program anggaran dan evaluasi kirerja pemeliharaan rel,
jembatan, tanah dan bangunana.

b. Penyusunan program pemeliharaan jalan rel dan sepur simpang

c. Penyusunan program pemeliharaan jembatan

d. Pengendalian pemeliharaan, inventarisasi dan pendayagunaan tanah
dan bangunana

e. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mesin berat dan mesin ringan
dan falidalitas pemeliharaan jalan rel

Bidang jalan rel, jembatan, tanah dan bangunan terdiri dari:

1) Seksi program

2) Seksi jalan rel
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3) Seksi jembatan
4) Seksi tanah dan bangunan
5) UPT Depo mekanik prabumulih
. Bidang Sarana
Bidang saran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
program dan evaluasi kinerja pemeliharaan, perbaikar. dan pendayagunaan
sarana.
Untuk melaksanakan tugas, bidang sarana mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program anggaran dan evaluasi kinerja pemeliharaan
perbaikan dan pendayagunaan sarana
b. Penyusunan program pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan
lokomotif dan kereta rel diesel (KRD), serta kelayakannya.
c. Penyusunan program pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan
kereta dan gerbong serta jaminan kelayakannya.
Bidang sarana terdiri dari:
1) Seksi program
2) Seksi lokomotid dan KRD
3) Seksi kereta api dan gerbong
Bidang operasi dan pemasaran
Bidang operasi dén pemasaran mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi kinerja operasi dan

pemasaran angkutan penumpang barang.
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Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang operasi dan pemasaran

mempunyai fungsi:

d.

1
2)
3)

4)

Penyusunan program pendapatan biaya kegiatan operasi dan
pemasaran jasa angkutan penumpang dan barang, pembuatan grafik
perjalanan kereta api (GAPEKA), serta melaksanakan pembinaan
penjualan jasa angkutan.
Penyusunan program pembinaan teknis operasi kereta api dan
melaksanakan pengendalian operasi kereta api secara terpusat serta
perencanaan pengendalian keamanan dan ketertiban dia atas kereta api
dan dilingkungan devisi
Pelaksanaan  pemasaran  angkutan penumpang dan  barang,
menganalisis dan negosiasi tarif, menganalisis keluhan penguna jasa,
serta pina pelanggan.
Penyiapa ketertiban operasi kereta dan gerbong, serta melksanaan
pelayanan operasi sarana telekomunkasi (telegram).

Bidang operasi dan pemasaran terdiri dari:
Seksi program perjalanan kereta api
Seksi operasi kereta api dan pengamanan
Seksi pemasaran dan bina pelanggan

Seksi operasi teknis dan telegram.

Bidang Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bidang sinyal telekomunikasi dan listrik mempunyai tugas pokok

merumuskan, merencanakan dan menzendalikan program pemeliharaan
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sinyal, telekomunikasi dan listrik, serta mengevaluasi Kinerja
pemeliharaan dan pendayagunaan sinyal, telekomunikasi dan listrik.

Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang sinyal telekomuniksi dan
listrik mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program anggaran pemeliharaan sinyal telekomunikasi

dan listrik.

b. Penyusunan program pemeliharaan sinyal
c¢. Penyusunan program pemeliharaan telekomunikasi dan listrik.

Bidang sinyal, telekomunikasi dan listrik terdiri dari:
1) Seksi program
2) Seksi sinyal
3) Seksi telekomunikasi dan listrik
Bagian UPT Yasa Sarana Lahat

UPT balai yasa sarana lahat mempunyai tugas melaksanakan
rencana program pemeliharaan dan perbaikan lokomotif, kereta rel diesel
(KRD), kereta dan gerbong serta melaksanakan pembinaan administrasi
sumber daya manusia, administrasi  keuangan, administrasi
kerumahtanggan dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok, UPT balai yasa sarana lahat
mempunyai tugas fungsi:
a. Pelaksanaan administrasi sumber daya manusia, keuangan,

kerumahtanggan dan umum
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UPT gudang persediaan lahat terdiri dari:
1) Sub urusan administrasi gudang persediaan
2) Sub urusan penerimaan, penyaluran dan pendistribusian
3) Sub urusan penyimpanan persediaan gudang los |
4) Sub urusan penyimpanan persediaan gudang los II

5) Sub urusan penyimpanan persediaan gudang los III

. Bagian Sub Devisi Regional II1.1 Kertapati

Sub devisi regional III.1 kertapati mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengusahaan angkutan kereta api, merencanakan,
melaksanakan, dan mengendalikan angkutan penumpang dan barang, serta
program pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana di sub devisi
regional 111.1 kertapati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sub devisi regional Ill1
kertapati mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
(SDM), pendayagunaan keuangan dan pelaksanaan administrasi
kerumahtanggan dan umum.

b. Pelaksanaan pengujian dan pengendalian hygiene perusahaan,
kesehatan (HIPERKES), evaluvasi kinerja unit pelayanan kesehatan
dan keselamatan kerja.

c. Pemeriksaan kas daerah

d. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban

e. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemeliharaan jalan rel dan jembatan
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f. Pelaksanaan dan evaluasi kineija pendayagunaan sarana

g. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja operasi dn pelayanan

h. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemeliharaan sinyal, telckomunikasi
dan listrik.

i. Pemeliharaan dan evaluasi kinerja tanah dan bangunan.

Sub devisi regional I11.1 kertapati terdiri dari:

1) Seksi administrasi

2) Seksi HIPERKES dan keselamatan kerja

3) Pemeriksaan kas daerah

4) Urusan keamanan dan ketertiban

5) Seksi jalan rel dan jembatan

6) Seksi sarana

7) Seksi operasi dan pemasaran

8) Seksi sinyal, telekomunikgsi dan listrik

9) Seksi tanah dan bangunan

Bagian Sub Devisi Regional 111.2 Tanjung Karang

Sub devisi regional I11.2 Tanjung karang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengusahaan angkutan kereta api, merumuskan,
merencanakan, dan mengendalikan angkutan penumpang dan barang, serta
program pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah sub

devisi regional I11.2 Tanjung karang.
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sub devisi -egional IIL.2

Tanjung karang mempunyai fungsi:

a.

2)
3)
4)
5)

0)

Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
(SDM), pendayagunaan keuangan, pelaksanaan kervmahtanggan dan
administrasi umum.
Pelaksanaan penelitian, pengujian dan pembinaan hygiene perusahaan,
kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja.
Pemeriksaan kas daerah
Pelaksanaan hubungan masyarakat
Pelaksanaan kleamanan dan ketertiban
Pelaksanaan pemeliharaan jalan rel dan jembatan
Pelaksanaan pendayagunan sarana
Pelaksanaan dan pengendalian operasi dan pelayanan
Pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi
dan listrik
Pemeliharaan dan pengendalian tanah dan bangunan.
Sub devisi regional l[I..2 Tanjung karang terdiri dari:
Seksi administrasi
Seksi HIPERKES dan keselamatan kerja
Pemeriksaan kas daerah
Hubungan masyarakat
Urusan keamanan dan ketertiban

Seksi jalan rel dan jembatan



41

7) Scksi sarana
8) Seksi operasi dan pemasaran
9) Seksi sinyal, telekomunikasi dan listrik

[0) Scksi tanah dan bangunan

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Devisi Regional 111
Sumatera Selatan dengan populasi sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 1
orang manajer humas, | orang senior manajer sumber daya manusia, | orang
senior manajer keuangan, | orang senior manajer sarana, | orang senior
manajer jalan rel dan jembatan, 1 orang senior manajer sintelis, | orang senior
manajer operasi, | orang senior manajer komersial, 1 orang senior manajer
pelayanan, | orang manajer hukum, | orung manajer pengadaan barang dan
Jasa, | orang senior manajer pengamanan, | crang senior manajer sistem
informasi. Pencelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan prinsip-prinsip
good corporate governance serta melihat penyebab tidak terlaksananya
dengan baik prinsip-prinsip good corporate governance pada PT. Kereta Api.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang langsung berkaitan
dengan  kegiatan operasional pada PT. Kereta Api Devisi Regional [l
Sumatera Selatan masih ada sebagaian yang masih belum mengerti tentang
pelaksanaan  prinsip-prinsip  good corporate  governance. Selain itu,
pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance masih sangat rendah,

yang pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:




a. Informasi umum mengenai good corporate governance

Pemakaman atau pengetahuan dari masing-masing karyawan mengenai
pelaksanaaan prinsip-prinsip good corporate governance, yang terdiri dari prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemardirian, serta kewajaran.
Dapat diketalni bahwa seluruh responden telalr mengerti dengan s'stem tata
kelola perusanaan good corporate governance. Selain itu, kelima prisip good
corporate governance telah diterapkan dalam PT. Kereta Api Devisi Re-gional 111
Sumatera Sealatan. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden

tentang prinsip-prinsip good corperate governance dapat dilihat pada lampiran 2.

b. Prinsip Transparansi (Transparency)

Mengenai pelaksanaan prinsip transparansi (transparency), diperoleh
bahwa pemahaman responden tentang pengertian transparansi (transparancy)
acalah scbanyak 10 orang atau 77% dari jumlah sampel yang mengerti tentang
prinsip transparansi, sisanya sebanyak 3 orang atau 23% yang tidak mengerti
prinsip transparansi. Responden yang menyatakan informasi disediakan secara
tepat waktu adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang
menyatakan informasi tidak disediakan secara tepat waktu tidak ada.

Responden yang menyatakan informeasi disediakan secara memadai
{(memenuhi kebutuhan para stakeholders) adalah sebanyak 13 orang atau 100%
dari jumlah sampel, yang menyatakan informasi tidak disediakan secara memadai

(memenuhi kebutuhan para stakeholders) tidak ida. Responden yang menyatakan
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informasi disediakan secara jelas adalah 13 orang atau 100% dari jumlah sampel,
yang menyatakan informasi tidak disediakan secara jelas tidak ada.

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara akurat dan dapat
diperbandingkan adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang
menyatakan informasi tidak disediakan secara akurat dan dapat diperbandingkan
tidak ada. Responden yang menyatakan informasi mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya adalah sebanyak 11 orang atau 85% dari
jumlah sampel. yang menyatakan informasi tidak mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya adalah sebanyak 2 orang atau 15% dari jumlah
sampel.

Informasi yang disajikan oleh PT. Kereta Api yang mudah diakses oleh
pemangku  kepentingan  hanya tentang  visi, misi, sasaran usaha, strategi
perusahaan, kKondisi keuangan, susunan dan kempensasi pengurus. Pemegang
saham pengendali, kepemilikan saham atau anggota direksi serta anggota dewan
komisaris, sistem dalam pelaksanaan good corporate governance serta tingkat
kepatuhannya. scrta kejadian kepentingan yang dapat mempengaruhi perusahaan.
Kesponden  vang  menyatakan  dengan adanva prinsip  keterbukaan akan
mengurangi rahasia perusahaan adalah sebanyak 9 orang atau 69% dari jumlah
saimpel, yany tidak akan mengurangi rahasia perusahaan adalah sebany 1k 4 orang
atau 31% dari jumlah sampel. Responden yang mienyatakan kebijakan Herusahaan
telah dinyatakan sccara tertulis adalah sebanyak 13 orang atav 100% dari jumlah
sampel, yang tidak dinyatakan secara tertulis tidak ada. Responden yang

menyatakan bahwa kebijakan perusahaan tclah dikomunikasikan kepada
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pemangku kepentingan sebanyak 13 orang atau [00% dari jurilah sampel,
responden yang kebijakan perusahaan tidak dikomunikasikan kepadla pemangku
kepentingan tidak ada. Penjelasan lebih lengkap mengenai h. sil jawaban
responden tentang prinsip-prinsip good corporate governance dapat dilihat pada

lampiran 2.

¢. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Mengenai prinsip akuntabilitas (Accountability) diperoleh bahwa
pemahaman mengenai akuntabilitas (accountability) adalah sebanyak 10 orang
atau 77% dari jumlah sampel yang mengerti tentang prinsip akuntabilitas, sisanya
schbanyak 3 orang atau 23% yang tidak mengerti prinsip akuntabilitas. Responden
akan menyatakan bahwa perusahaan telah menetapkan rincian tugas masing-
masing karyawan secara jelas adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah
sampel, yang tidak menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan secara
jelas tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah menetapkan
rincian tanggungjawab masing-masing karyawan secara jelas adalah sebanyak 13
orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak menetapkan rincian dan
tunggungjawab masing-masing karyawan secara jelas tidak ada. Responden yang
menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki suatu keyakinan bahwa semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan
peranannya dalam pelaksanaan good corporate governance adalah sebanyak 11

orang atau 85% dari jumlah sampel, yang tidak memiliki suatu keyakinan bahwa
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semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dergan tugas, tanggungjawab
dan perannya dalam pelaksanaan goed corporate governance adalah sebanyak 2
otang atau 15% dari jumlah sampel.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem
penigendalian internal adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel,
yang tidak memiliki sistem pengendalian internal tidak ada. Responden yang
menyatakan bahwa perusahaan telan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran
karyawan pcrusahaan adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel,
yang tidak memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan
fidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memeiliki sistem
penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) adalah sebnyak 13 orang atau
10G% dari jumiah sampel, yang tidak memiliki sistem penghargaan (reward) dan
sanksi (punishment) tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan
telah membuat ctika bisnis atas dasar kesepakatan bersama adalah sebanyak 13
orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak membuat etika bisni; atas dasar
kesepakatan bersama tidak ada. Responden vang inenyatakan bawa dalam
menyelesaikan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang
telah discpakati adalah scbnyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang
tidak berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah, membuat pedoman
perilaku (code of product) atas dasar kesepakatan bersama adalah sebanyak 13

orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak membuat pedoman perilaku
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(cede of product) atas dasar kesepakatan bersama tidak ada. Responden yang
menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah
berpegang pada pedoman perilaku (code of product) yang telah disepakati adalah
sechanyak 7 orang atau 54% dari jumlah sampel, yang tidak berpegang pada
pedoman perilaku (code of product) yang telah discpakati adalah sebnayak 6
orang atau 46% dari jumlah sampel. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil
jawaban responden tentang prinsip-prinsip goed corporate governance dapat

dilihat pada lampiran 2.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)

Mengenai  pelaksanaan  prinsip  pertanggungjawaban  (responsibility)
diperoleh bahwa pemahaman responden mengenai pengertian
pertanggungjawaban  (responsibility) adalah sebanyak 9 orang atau 69% dari
Jurnlah sampel yang mengerti tentang prinsip pertanggungjawaban, sisanya
scbanyak 4 orang atau 31% yang tidak mengerii prinsip pertanggungjawaban.
Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap
karyawan telah berpegang pada prinsip kehati-hatian adalah sebanyak 13 orang
atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan
tugasnya, setiap karyawan tidak berpegang pada prinsip kehati-hatian tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan teiah mematuhi peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (hy-laws) adalah
sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan bahwa

perusahaan tidak mematuhi peraiuran perundang-undargan, anggaran dasar dan
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peraturan perusahaan (hy-laws) tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa
bahwa perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial
(peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) adalah sebanyak 13 orang atau
100% dari jumlah sampel, yang tidak membuat perencanaan mengenai
ianggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) tidak ada.
Responden  yang  menyatakan  bahwa  peruzahaan pernah  melaksanakan
tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) adalah
scbanyak 13 orang atau 100% dari jumlahh sampel, yang tidak pernah
melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan 'ingkungan

sekitar) tidak ada.

¢. Prinsip Kemandirian (Independency)

Mengenai pelaksanaan prinsip kemandirian  (independency) diperolch
bahwa pemahaman responden tentang pengertian kemandirian (independency)
adalah scbanyak 7 orang atau 54% dari jumlah sampel yang mengerti tentang
prinsip kemandirian, sisanya sebanyak 6 orang atau 46% yang tidak mengerti
teatang  prinsip kemandirian.  Responden yang menyatakan bahwa dalam
mclaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi
oleh pihak lain adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak terhindar dari
doininasi oleh pihak lain tidak ada. Responden yang menyatakan batwa dalam
melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar daii pengaruh
olch kepentingan tertentu adalah sebanyak 13 orang atau 100%, vang tidak

terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu tidak ada. Responden yang
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menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah
bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan dari pihak lain
adalah sebanyak 12 orang atau 92%, yang tidak bebas dari benturan kepentingan
dan segala pengaruh atau tekanan dari pihak lain adalah sebanyak | orang atau
8% dari jumlah sampel.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya,
masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 13 orang atau
100%, yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa
dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan mendominasi/melempar
tanggungjawab antar satu dengan yang lain adalzah sebanyak 9 orang atau 69%,
yang tidak mendominasi/melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain
udalah scbanyak 4 orang atau 31%. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil
Jawaban resporden tentang prinsip-prinsip good corporate governance dapat

dilihat pada lampiran 2.

f. Prinsip Kewajaran (Fairness)

Mengenai pelaksanaan  prinsip  kesetaraan  dan  kewajaran  (fairness)
diperoleh bahwa responden yang paham tentang pengertian prinsip kesetaraan dan
kewajaran (fairness) sebanyak 7 orang atau 54% dari jumlah sampel, yang tidak
memahaini mengenai pelaksanaan prinsip kesctaraan dan kewajaran adalah

sebanyak 6 orang atau 46%. Responden yang menyatakan bahwa dalam kegiatan
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rapat perusahaan telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan
untuk menyarapaikan pendapat bagi kepentingan: perusahaan adalah sebanyak 13
orang atau 100%, yang tidak memberikan kesempatan pada pemangku
kepentingan umuk menyampaikan pendapat bazi kepentingan perusataan tidak
ada.

Responden yang menyatakan bahwa dalain kegiatan rapat perusahan telah
memberikan  kesempatan  pada  pemangku  kepentingan  untuk  memberikan
masukan bagi kepentingan perusahaan adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang
tidak memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan tidak ada. Responden yang menyatakan
bahwa perusahoan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku
kepentingan adalah sebanyak 13 oarang atau 100%, yang tidak membuka akses
informasi untuk  sctiap pemangku  kepentingan tidak ada. Responden yang
menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontr busi yang
diberikan kepada perusahaan adalah sebanyak i3 orang atau 100%, yang tidak
memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku k :pentingan
sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan tidak
ada.

Responden yang menyatakan bahwa dalam sistem penerimaan karyawan,
telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras,
jerder, dan kondisi fisik adalah 13 orang atau 100%, yang tidak memberikan

kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi
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fisik tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa dalam  melaksanakan
tugasnya, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama dengan tanpa
meribedakan suku, ras, jender, dan kondisi fisik adalah sebanyak 13 orang atau
100%, yang tidak membedakan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku,

ras, jender, dan kondisi fisik tidak ada.

Hasil jawaban responden mengenai prinsip-prinsip good corporate
governance, meliputi transparansi (fransparency), kemandirian (indepedency),
akentabilitas  {accountability),  pertanggungjawaban  (responsibility), dan
kewajaran (fairness) dapat dilihat pada lampiran 2. Berdasarkan hasil jawaban
responden mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate :-overnance
secara  kesciuruhan dapat diketahui bahwa pada prinsip transaparansi
(transparency), responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip
(ransparansi sccara keseluruhan hanya 84%, sisanya sebanyak 16% tidak mengerti
tentang  pelaksanaan  prinsip  transparansi. Pada prinsip kemandirian
(independency), responden yang mengetahui pelaksanaan prinsip kemandirian
secara keseluruhan 86%, sisanya sebanyak 14% tidak mengerti tentang
pelaksanaan prinsip kemandirian.

Pada prinsip akuntabilitas (accountability), responden yang mengetahui
tentang pelaksanaan prinsip akurtabilitas secara keseluruhan hanya 92% sisanya
scbanyak 8% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Pada
prinsip pertanggungjawaban (responsibility), responden yang ‘nengctahui

pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara keseluruhan hanya 94'%,. Sisanya
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schanyak 6% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban.
Pada prinsip kewajaran (fairness), responden yang niengetahui tentang
pelaksanaan prinsip kewajaran secara keseluruhan hanya 93%, sisanya sebanyak

7% tidak mengerti tentang prinsip kewajaran.,

5. PEMBAHASAN
1. Good corporate governance

Hasii penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahan dari PT.
Kereta Api Devisi Regional 11l Sumatera Selatan mengenai prinsip-prinsip good
corporate governance. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki
karyawan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate gover.iance, baik
itu prinsip transparansi (fransparency), kemandivian (independence), a cuntabilitas
(cecountability), pertanggungjawaban (responsikility), dan kewajarar (fairness).
Pelaksanaan  prinsip  good corporate  governance pembahasannya diuraikan
sebagai berikut:
a. Prinsip Transparansi (Transparancy)

Pada prinsip transparansi (fransparancy) ini diketahui bahwa responden
yang mengetahui hanya 84%, sisanya sebanysk 16% tidak mengerti tentang
prinsip transparansi (fransparancy) itu sendiri. Pelaksanaan prinsip transparansi
(transparancy) yang tidak sesuai pada PT. kereta Api Devisi Regional III
Sumatera Selatan dapat dilihat pada bidang keuangan yaitu prosedur pengeluaran
biaya proseduinya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini

disebabkan oleh antara lain pertama. adanya informasi tidak disediakan secara




memadai (memenuhi kebutuhan para stakeholders). Kedua, dalam pemeriksaan
buku kas, buku kas pembantu, dan bukti pendukung transaksi ditemukan
pengelolaann administrasi belum optimal. Penjclasan lebih lengkap mengenai
hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip geod corporate governance dapat
dilihat pada lampiran 2.

Tidak terlaksananya prinsip transparansi (transparancy) ini dapat
berakibat buruk bagi PT. Kereta Api Devisi Regional 111 Sumatera Selat in. Akibat
tidak dilaksanakannya prinsip transparansi (frassparency) dengan baik adalah
pertama, tidak tercapaianya objektifitas dalam menjalankan b:snis. Kedua, tidak
dapat disediakannya informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

dial.ses dar. dipahami oleh pemangku kepentingari.

b. Prinsip Kemandirian (independency)

Pada  prinsip  kemandirian  (indzpendency), responden  yang
mengetahui pelaksanaan prinsip kemandirian (independency) secara keseluruhan
sebanyak 86%, sisanya sebanyak 14% tidak mengerti teniang pelaksanaan prinsip
kemandirian. Pelaksanaan prinsip kemandirian (:ndependency) yang tidak sesuai
pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Sclatan dapat d lihat pada
bidang komersial,yaitu angkutan penumpang yang belum optimal. Penjelasan
lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-pr nsip good
corporate governance dapat dilihat pada lampiran 2.

Tidak dimengertinya prinsip kemandirian (independency) ini secara

keseluruhan dapat berakibat buruk pada PT. Kereta Api yaitu terjadinya kegiatan
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mendominasi pekerjaan dan dapat diintervensi pekerjaan oleh pihak lain, serta
adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Akibatnya, seluruh tanggungjawab
dan wewenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan menjadi sia-sia. Hal
vang demikian akan menyebabkan rangkap jabatan dan juga mengakibatkan
saling lempar tanggungjawab dalam pekerjaan cleh satu karyawan at .u bahkan
lebih. Pemahaman karyawan mengenai prinsip kemandirian (independency) ini
dapat ditingkatkan dengan cara melakukan seminar atau melakukan sosialisasi
kepada para karyawan lewat training yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Kereta

Api itu sendiri.

¢. Prinsip Akcertabilitas (Accountability)

Pada prinsip akuntabilitas (accountabil.ty), responden yang mengetahui
tentang  pelaksanaan prinsip akuntabilitas (accountability) secara keseluruhan
hanya 92%, sebanyak 8% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip
akuntabilitas. Dari hasil penelitian didapat bahwa telah lebih dari 50% dari jumlah
sampel yang mengerti prinsip akuntabilitas (accountability), tetapi ha ini masih
belum dapat dikatakan bahwa seluruh karyawan yang bekerja pada 'T. Kereta
Api telah mengerti benar dengan prinsip akuntabilitas (accountability) i.u sendiri.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas (accountability) yang tidak sesuai pada
PT. Kereta Api dapat dilihat pada bidang operasional, Penjagaan pintu kereta api
yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada bidang sumber
daya manusia, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan

prinsip akuntabilitas (accountability) yaitu pembagian tugas pegawai dan
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pelaksanaannya belum lengkap dan belum semaanya memiliki surat keputusan
fungsional. Pada bidang komersial, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman
pelaksanaan prinsip akuntabilitas (accountability) yaitu angkutan penumpang
yang belum optimal.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas (accountability) ini bel im sesuai
dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas (accountal ility) yang
telah ditetapkar oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Hal ini disebabkan
olch perusahaan tidak memiliki keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai
kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranannya dalam
pelaksanaan good corporate governance.

Selurun pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tidak dapat dijelaskan
secara transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara wajar oleh
masing-masing karyawan. Hal ini dapat berdamipak pada informasi yang
disediakan oleh PT. Kereta Api Devisi Regional {1l Sumatera Selatan. Akibat dari
tidak dilaksanakan dengan baik prinsip akuntabilitas yaitu informasi vang
disediakan ocleh pihak PT. Kereta Api kurang dijelaskan secara transparan,
padahal informasi ini sangat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

Selain itu, pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab pekerjaan masih
belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan prinsip akuntabilitas, yaitu adanya
kejelasan fungsi pelaksanaan dan tanggungjawab dalara pengelolaan perusahaan.

Tidak dilaksanakannya prinsip akuntabilitas (accoumability) ini dapat berakibat



buruk  bagi PT. Kereta Api yaitu perusahaan  tidak  dapat
mempertanggungjawabkan Kinerjanya secara transparan dan wajar.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas {accountability) yang sebaiknya
diterapkan pada PT. Kereta Api adalah dengan berpedoman pada pelaksanaan
asas dan prinsip akuntabilitas (accountabiliry). Selain itu, perusahan harus
dikelola secara benar, terukur, dan sesuai deng:n kepentingan perusahaan dengan
tetap memperhitungkan Kkepentingan para pemegang saham yaitu pemegang
saham memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan tertulis terhadap
pembuatan direksi yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan
perundang-undangan lainnyan, serta tetap memgperhatikan pemangku kepentingan

lainnya.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pada prinsip pertanggungjawaban (responsibility), responden yang
mengetahui  pelaksanaan prisip pertanggungjawaban (responsibiiity) secara
keseluruhan hanya 94%, sisanya sebanyak 6% tidak mengerti tentang pelaksanaan
prinsip pertanggungjawaban (responsibility) itu sendiri. Pelaksanaan prinsip
pertanggungjawaban (responsibility) yang tidak sesuai pada PT. Kereta Api dapat
dilihat pada bidang operasional. Pertama, penjagaan pintu kereta api yang belum
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, pelayanan pada setiap
stasiun yang belum optimal. Pada bidang komersial, kegiatan yang tidak sesuai
dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (responsibility)

yaitu angkutan penumpang yang belum optimal.
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Pada bidang sumber daya manusia, kegiatan yang tidak sesuai dengan
pedoman pokok pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (responsibility) yaitu
pembagian tugas pegawai dan pelaksanaaniya belum lengkap dan belum
sciuanya memiliki surat keputusan fungsional. Pada bidang keuangan, kegiatan
yang tidak  sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan  prinsip
pertanggungjawaban (responsibility) yaitu pertama, prosedur pengeluaran biaya
yang prosedurnya belum sesuai dengan ketentuan. Kedua, pengelolaan

administrasi buku kas, buku pembantu kas dan bukti pendukung belum optimal.

e. Prinsip Kewajaran (Fairness)

Pada prinsip kewajaran (fairness), resoonden yang mengetehui tentang
pe:laksanaan prinsip kewajaran (fairness) secara keseluruhan hanya 93%, sisanya
scbanyak 7% tidak mengerti tentang prinsip kewajaran. Dari hasil penelitian
didapat bahwa lebih dari 50% dari jumlah sampel yang mengerti akan prinsip
kewajaran (fairness) itu sendiri, dalam hal ini masih belum dapat dikatakan bahwa
scluruh karyawan yang bekerja pada PT. Kereta Api telah mengerti mengenai
pelaksaraan prinsip kewajaran (fairness) itu sendiri.

Pemahaman mengenai prinsip kewajaran (fairness) masih rendah pada
karyawan PT. Kereta Api Devisi Regional Il Sumatera Selatan. Pelaksanaan
prinsip kesetaraan dan kewajaran (fairness) yang tidak sesuai pada PT. Kereta Api
dapat dilihat pada bidang operasional. Penjagean pintu kereta api yang belum
secuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada bidang komersicl, kegiatan

yang tidak sesvai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran
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(fairness) yaitu angkutan penumpang yang beluri: optimal. Tidak dilaksanakannya
prinsip kesetarazn dan kewajaran (fairness) ini sccara keseluruhan dapat berakibat
buruk bagi PT. Kereta Api yaitu kurangnya kepercayaan para pemangku
kepentingan.

Dari uraian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate
governance yaitu transparansi (transparency), kemandirian (independecy),
akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility) dan kewajaran
feirness). Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan prinsip-prinsip good
corporate governance yang menjadi penyebab pelaksanaan prinsip-prinsip good
corporate governance tidak dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain:

*ada prinsip transparansi, informasinya perusahaan tidak mudah diakses
oleh pemargku kepentingan yang sesuai dengan haknya. Kurang disediakannya
informasi tentang  strategi perusahaan, susunan  dan  kompensasi - pengurus,
periegang saham pengendalian, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan
anggota dewan Komisaris, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan
pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan good corporate governance serta
tingkat kepatuhannya.

Pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas (accountability), pelaksanaannya
tidak dapat dikerjakan dengan baik karena perusahaan tidak memiliki keyakinan
bahwa semua karyawan mempunyai kemempuan sesuai dengan tugas,
tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan good corporate governance.

P'ada prinsip pertanggungjawaban, pelaksanaannva tidzk dapat dikerja<an dengan
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baik karena sebagian besar dari karyawan masih belum paham mengenai
pegertian dari prinsip pertanggungjawaban.

Pada prinsip kemandirian (independecy), peiaksanaannya idak dapat
dikerjakan dengan baik karena sebagian karyawan yang kurang paham terhadap
pengertian prinsip kemandirian (independecy). Dalam melaksanakan tugasnya,
sebagian karyawan mendominasi atau melempar tanggungjawab antara satu
dengan lainnya. Pada prinsip kewajaran, pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan
dengan baik karena Kurangnya pemahaman perusahaan mengenaj pelaksanaan

Prinsip kesetaraan dan kewajaran (fairness).



2. Kinerja

Tabel IV.]

Laporan Laba Rugi
PT. Kereta Api Devisi Regional 111

Sumatera Selatan
Tahun 2006-2009
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(Dalam Rupiah)
[ Nama Akun | Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
| Pendapatan
operasi
- Pendapatan 42.515.023.775 45.649.678.615 52.846.293.439 47.447.827.770
KA
- Pendapatan | 795.012.183.283 | 758.351.965.693 | 1.079.892.283.296 | 1.253.617.596.320
KA barang
- Pendapatan - 575.041.425 117.881.065
pendukung
angkutan
KA

Pendapatan
Non Operasi

Pendapatan
Operasi
Lairnya
Total
_ Pedapatan
Beban
Operasi
langsung

Behan

Operasi
Tidak l
Langsung

13eban Usaha

1:932.937.772

719.863.164

840.180.007.994

(324.183.885.520)

(103.145.571.948)

(61.036.532.196)

2.109.610.754

571.889.552

6.100.734.834

417.667.550

10.039.415.029

81.174.038

806.683.144.594

1.139.832.020.544

1.311.363.894.222

(367.371.724.274)

(110.306.230.242)

(65.439.116.600)

(468.861.380.946)

(141.841.079.462)

(93.762.690.601)

(569.196.342.987)

(157.847.092.488)

(108.405.770.445)

| Total Beban

(448.365.989.664)

(543.117.071.11¢)

(704.465.351.009)

(835.449.206.020)

LABA |

361.834.018.330

343.556.073.478

435.367.669.535

475.914.688.202

Sumber : PT. Kereta Api Devisi Regional [II Sumatcra Selatan
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Berdasarkan tabel 1V.1 pada laporan laba rugi telah menunjukkan tingkat
transparansi yang cukup baik dikarenakan pada akun-akun pendapatan dan beban
lebih dijelaskan secara transparansi sehingga mzmudaklikan para pemegang saham
untuk mengakses laporan laba rugi perusahaan. Pada prinsip kemar dirian data-
data yang tersaji pada laporan laba rugi PT. Kereta Api Devisi legional [11
Sumatera Selatan menyajikan data dengan jelas.

Pada prinsip akuntabilitas yang terjadi pada PT. Kereta Api Devisi Regional
Il Sumatera Sclatan telah terlibat tingkat pendapatan tahun 2007 mengalami
penurunan, schingga mempengaruhi tingkat laba pada perusahaan. Dalam
menyajikan laporan laba rugi harus disajikan sesuai dengan keadaan kondisi
perusahaan, schingga karyawan dapat mempertanggungjawabkan laporan laba
rugi kepada pemegang saham, data-data yang disajikan telah memenuhi prinsip
kewajaran, karena didukung dengan bukti yang kompeten.

Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diharapkan dalam pelaksanaan
kinerja pada PT. Kereta Api Devisi Regional ill Sumatera Selatan harus sesuai
dengan prinsip-prinsip good corporate governcnce agar dapat menghasilkan laba
yang maksimal bagi perusahaan.

Hasil penelitian mengenai penerapan good corporate governance pada
PT. Kereta Api Devisi Regional 11l Sumatera Selatan mendukung hasil penelitian
dari Suci (2005) dan Dita (2007) yang menyimpulkan bahwa rendahnya
pemahaman terhadap arti penting dan strategi penerapan prinsip-prinsip good
corporate governance oleh pelaku bisnis dan kegiatan menyimpang terhadap

prinsip-prinsip good corporate governance memberikan dampak yang merugikan
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bagi perusahaan dan pemegang saham. Hasil penelitien ini tidak mendukung teori

yang dikemukankan olch Komite Nasional Kebijakan Governance.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemahaman dan uraizn pada bab empat, maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan good corporate governance dalam memperbaiki
kinerja pada PT. Kereta Api Devisi Regional 1l Sumatera Selatan belum sesuai
dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini dapat dilihat pada
pelaksaaan prinsip-prinsip good corporate goverrance itu sendiri, meliputi prinsip
wransparansi  (transparency),  kemandirian  (independence),  akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), dan kewajaran (fairness).
Hal ini discbabkan oleh kurangnya pengetahuzan para karyawan mengenai prisip-

prinsip good corporate governanve itu sendiri.

3. SARAN

Bagi PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional 11l Sumatera Selatan,
supaya  dalam  kegiatan  operasinal  perusahean  sebaiknya  menerapkan good
corporate governance secara konsisten dan menerapkan prinsip-prinsip good
corporate governance sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas good corporate

governance yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
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Lampiran 1

Penyimpangan Terhadap Prizsip-prinsip GCG

PRINSIP-PRINSIP

| No. PENYIMPANGAN GCG YANG
T BELUM OPTIMAL
Bidang Operasional

.| Penjagaan pintu kereta api yang belum sesuai Accountability

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibility
Fairness
2. | Pelayanan pada satiap stasiun yang belum optimal | Responsibility

i Bidang SDM

i 3. | Dalam pemeriksaan pembagian tugas pegawai dan | Accountability
pelaksanaannya ditemukan pembagian tugasnya Responsibility
belum lengkap dan belum semuanya dibekali SK
fungsional.
.lvf‘illh-l“l»"_', ‘Kcll}lrlli:;l}l_- - a

4. | Dalam pemeriksaan buku kas ditemukan adanya Transparency
pengeluaran biaya yang prosedurnya belum sesuai | Responsibility
dengar ketentuan,

5. | Dalam pemeriksaan buku kas, buku kas pembantu, | Transparency
dan bukti pendukung transaksi ditemukan Responsibility
pengelolaan administrasi belum optimal.

Bidnn_ﬁ_l{mncrsial
Accountability
6. | Angkatan penumpang yang belum optimai Independency
Responsibility
Fairness
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Lampiran 2

Jawaban Responden Mengenai Goed Corporate Governaace

I Jawaban Responden Tentang Informasi Umum Good Corporate Governance

Pertanyaan

Jawaban

Jumlah

Ya

Tidak

Total

%

Jumiah [ %

Jumlah %

Apakah anda
mengetahui sistem
tata helola
perusahan (Good
Corporate
Governance)?

Apakah prinsip-
prinsip good
corporate
governance telah
dilaksanakan dalam
perusahaan?

Transaparansi

. e

13

100%

13

100%

100%

100%

100%

100%

Akuntabilitas

100%

100%

Pertanggungjawaba
n

13

100% |

100%

Kemandirian

13

100%

100%

Kewajaran

13

100%

13

100%

Sumber: Hasi [ jawaban kuesioner, 2011
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2. lawaban Respoden Tentang Prinsip Transparuansi (Transparancy)

[ ]
No

Pertanyaan

“Jawaban

Jumlah

Ya

%

Jumlah

Tidak

Yo

Jumlah

Total

%

l*'l

ol

Apakah anda
mengetahui apa
itu prinsip

| transparansi? |
Apakah

perusahaan telah
menyediakan
informasi secara

| tepat waktu?

Apakah
perusahaan telah
menyediakan
informasi sccara
memada
{memenuhi
kebutuhan para
stakeholders)?

Apakah perusahaan

telah menyediakan
informasi secara
| jelas?

10

77%

3

23%

13

100%

100%

100%

100%

13

100%

100%

100%

Apakah
perusahaan telah
menyecdiakan
informasi secara
akurat dan dapat
diperbandingkan?

13

100%

13

100%

Apakah informasi
perusahzan dapat
diakses oleh
pemangku
kepentingan
sesuai dengan
haknya?

11

85%

15%

13

100%

Visi

100%

13

100%

Misi

100%

13

100%

Sasaran usaha

77%

23%

13

100%

Strategi
perusahaan

Kondisi keuangan | 1

54%

46%

13

100%

100%

| 100%
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Susunan dan
kompensasi
pengurus

10

7% |

23% |

13

| 100%

Pemegang saham

| pengendali

Kepemilikan
sahom dircksi dan
anggota dewan
komisaris

Sistern
manajemen resiko

38%

62%

13

100%

o

38%

62%

- 69%

31%

13

100%

100%

Sistem
pengawasan dan
pengendalian
internal

11

85%

15%

13

100%

Sistem
pelaksanaan good
corporale
Lovernance serta
tingkat
kepatuhannya

92%

8%

100%

Kejadian penting
yang dapat
mempengaruhi
perusahaan

100%

Apakah dengan
adanya prinsip
keterbukaan yang
dianut ¢leh
perusahaan,
kerahasiaan
perusahaan akan
menjadi
berkurang?

69%

31%

100%

|

Apakah kebijakan
perusahaan telah
dijelaskan secara
tertulis?

100%

100%

10

Apakah kebijakan
perusahaan telah
dikomunikasikan
kepada pemangku

kepentingan? |
226

TOTAL_

13

100%

100%

1761

44

339

213

2100

Sumber: Hasil .?HW;I_h?J'n—EHI(f.\'f(HH.’I‘. 2011
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3. Jawabhan Responden ‘Tentang Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Pertanyaan

Afmk.\ h anda
mengetahui apa
itu prinsip

| akuntabilitas?

- Jawaban

Ya

Tidak

Total

Jumlah

%

Jun:lah %

Jumlak %

T7%

J 23%

13

100%

Apakah
perusahaan
menetapkan
rincian tugas
masing-masing
karyawan
perusahaan secara
jelas?

13

100%

13

100%

(98]

Apakah
perusahaan telah
menetapkan
rincian
tanggungjawab
masing-masing
karyawan
perusahaan secara
jelas?

13

100%

100%

Apakah
perusahaan telah
memiliki suatu
keyakinan

11

85%

o

15%

13

100%

Apakah
perusahaan telah
memiliki  sistem
pengendalian
internal?

13

100%

13

100%

Apakah
perusahaan telah
memiliki ukuran
kinerja untuk
semua jajaran
karyawan
perusahaan?

I3

100%

13

100%

Apakah
perusahaan telah

| memiiiki sistem |

100%

100%
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2. Jawaban Respoden Tentang Prinsip Transparansi (Transparancy)

Pertanyaan

~ Jaweban

Ya

Tidak

Total

Jumiah

Yo

Jumlah

%

Jumlh %

Apakah anda
mengetahui apa
itu prinsip
transparansi’?

10

7%

3

23%

100%

| jelas?
5

Apakah
perusahaan telah
menyediakan
informasi sccara
tepat waktu?

—
tad

100%

13

100%

Apakah
perusahaan telah
menvediakan
informasi secara
memadai
(memenuhi
kebutuhan para
stakeholders)?

Apakah perusahaan

telah menyediakan
informasi secara

100%

13

100%

100%

13

100%

Apakah
perusahaan tclah
menyediakan
informasi sccara
akurat dan dapat

| diperbandingkan?

100%

100%

Apakah informasi
perusahaan dapat
diakscs oleh
pemangku
kepentingan
sesuai dengan
haknya?

85%

15%

13

100%

Visi

13

100%

13

Misi

13

100%

13

Sasaran usaha

10

77%

23%

13

Strategi
_ng‘ru-\'uium_p
andisi keuangan

54%

1100% |
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Susunan dan
kompensasi
| pengurus

10

T7%

LS

I

23%

100%

Pemegang saham
pengendali

38%

62%

100%

Ke pewmilikan
saham direksi dan
anggota dewan

komisaris

38%

62%

100%

Sistem
manajemen resiko

69%

31%

100%

Sistem
pengawasan dan
pengendalian
internal

85%

15%

100%

Sistem
pelaksanaan good
corporate
governance serta
tingkat
kepatuhannya

92%

8%

100%

Kejadian penting
yang dapat
mempengaruhi
peruszhaan

100%

13

Apakah dengan
adanya prinsip
keterbukaan yang
dianut oleh
perusahaan,
kerahasiaan
perusahaan akan
menjadi

| berkurang?

69%

31%

13

100%

Apakah kebijakan
perusahaan telah
dijelaskan secara
tertulis?

100%

13

100%

10

Apakah kebijakan
perusahaan telah
dikomunikasikan
kepada pemangku

kepentingan?

13

100%

100%

TOTAL

229

1761

14

339

273

2100

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011
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3. Jawaban Responden Tentang Prinsip Akuntzbilitas (dccountability)

Pertanyaan

| Apakah anda

mengetahui apa
itu prinsip
akuntabilitas?

Jawaban

Ya

Tidak

Total

R Jumiah

%

Jumlah | %
T

Jumlah

%

10

T7%

3

23%

13

100%

2

Apakah
perusahaan
menetapkan
rincian tugas
masing-masing
karvawan
perusahaan secara
jelas?

100%

100%

Apakah
perusahaan telah
menetapkan
rincian
tanggungjawah
masing-masing,
Karyawan
perusahaan secara
jelas?

Apakah
perusahaan telah
memiliki suatu
keyakinan
Apakah
perusahaan telah
memiliki  sistem
pengendalian
internal?

13

100%

100%

85%

100%

15%

13

100%

100%

Apakah
perusahaan telah
memiliki ukuran
kinerja untuk
semua jajaran
karyawan
perusahaan?

100%

100%

Apakah
perusahaun telah

‘memiliki sistem

100%

100%
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penghargaan dan

sanksi bagi
karyawan?

0

Apakah
perusahaan telah
membuat etika
bisnis aias dasar
kesepakatan
bersama?

Apakah dalam
melaksanakan
tugasnya, setiap
karyawan telah
berpegang pada
etika bisnis yang
telah disepakati?

100%

100%

13

100%

13

100%

Apakah
perusahaan telah
membuat

(code of conduct)
atas dasar
kesepakatan
hersan?
Apakah dalam
melaksanakan
tugasnya setiap
karyawan telah
berpegang pada

{code of conduct)
yang telah
| discpakati?

pedeman perilaku

pedoman perilaku

13

100%

100%

54%

46%

100%

TOTAL

132

1016

84

143

1100

Sumber: Hasil Jawaban kuesioner, 2011
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4. Jawaban Responden Tentang Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)

f—s

No

Pertanyaan

Jawaban

Ya

Tidak

Total

Jumiah

%

Jumlah

Y%

Jumlah %

Apakah anda
mengetahui apa
itu prinsip
pertanggungjawa
ban?

9

69%

4

31%

13 100%

Apakah dalam
tugasnya, setiap
karyawan
berpegang pada
prinsip-prinsip
kehati-hatian?

100%

13 100%

v

Apakan
perusahaan telah
m>matuhi
peraturan
perundang-
undangan,
anggaran dasar
dan peraturan
perusahaan?

100%

13 100%

Apakah
perusahaan telah
membuat
perencanaan
mengenai
tanggungjawab
social (peduli
masyarakat dan
lingkungan
sekitar)?

100%

13 100%

Apakah
perusahaan
pernah
melaksanakan
tanggungjawab
sosial (peduli
masyarakat dan
lingkungan
sekitar)?

100%

13 100%

TOTAL

61

469

31

65 500

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011
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5. Jawaban Responden Tentang Prinsip Kemandirian (Independency)

I

N

No

|

Pertanyaan

Jawaban

Ya

Tidak

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah %

1

Apakah anda
mengetahui apa
itu prinsip
kemandirian?

7

54%

6

46%

100%

Apakah dalam
melaksanakan
tugasnya, masing-
masing karyawan
telah terhindar
dari dominasi
oleh pihak lain?

100%

100%

L")

Apakah dalam
melaksanakan
tugasnya, masing-
masing Karyawan
tclah terhindar
dari pengaruh
oleh kepentingan
tertentu?

Apakah dalam
melaksanakan
tugasnyn,
karyawan telah
bebas dari
benturan
kepentingan dan
segala
pengaruh/tekanan
dari pinak lain?

' /\'f)ak.ah dalam

melaksanakan
tugasnya, masing-
masing karyawan
telah
melaksanakan
fungsi dan
tugasnya sesuai
dengan anggaran
dasar dan
peraturan
perundang-

100%

100%

13

92%

8%

13

100%

100%

13

100%




) undangan?

6 | Apakah dalam
melaksanakan
tugasnya, masing- 9 69% 4 31% 13 100%
masing karyawan
mendominasi atau
melempar
tanggungjawab
antara satu
dengan yang lain?
B TOTAL 67 515 il 85 78 600
Sumber: Husil jawaban kuesioner, 2011

6. Juwaban Responden ‘Tentang Prinsip Kewajaran (Fairness)

- ~ Jawaban
No Pertanyaan  Ya - Tidak ~ Total
JJumlah [ % | Jumlah | % Jumlah %

| Apakah anda
mengetahui apa 7 54% 6 46% 13 100%
itu prinsip
kewajaran?
Apakah
perusahaan dalam
| kegiatan rapat
telah memberikan 13 100% - - 13 100%
kesempatan pada
pemangku
kepentingan
untuk
menyampaikan
pendap:t bagi
kepentingan
perusahaan?

3 | Apakah

| perusahaan dalam
| kegiaan rapat
telah memberikan 13 100% - - 13 100%
kesempatan pada
pemangku '.
kepentingan |
untuk
memberikan
masukan bagi
kepentingan

[E5 ]
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pertsanaan?
Apakan
perusanaan telah
membuka aksces
atas informasi
untuk setiap
pemangku
kepentingan
perusahaan’?

100%

100%

Apakah
perusiahaan telah
memberikan
perlakuan yang
sctara dan wajar
kepada pemangku
kepentingan
sesuai dengan
manfaat dan
kontribusi yang
diberikan kepada
perusahaan?

100%

100%

6

Apakah dalam
sistemn
peneritnaan
Karyawan,
perusabiaan telah
memberikan
kesempatan yang
sama tanpa
membedakan
susku, ras, agama,
jender, dan
kondisi fisik?

100%

100%

Apakah dalam
pelaksanaan
tugasnva,
perusahaan telah
memberikan
Kesempatan yang
sama tanpa
membedakan
suku, agama, ras,
jender, dan
kondisi {isik?

100%

13

100%

TOTAL

85

654

~

46

91

700

Sumber: Hasil Jawaban kuesioner, 2011
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7. Hasil Jawaban Responden Secara Keseluruh:an Tentang Prinsip-prinsip Good

Corporate Governance

(No Prinsip-prinsip Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
good prinsip-prinsip | pertanyaan pemahaman | ketidakpaham
corporate good secara prinsip-prinsip | an prinsip-
governance corporate keseluruhan | good corporate | prinsip good
Lovernance governance COFP(H‘UIL’
yang diketahui (%) governance
- %) (%)
| | Transparansi 1761 21 1761 = 84% 100-84 =16%
1
2 | Kemandirian A5 6 515 =86% 100-86 =14%
6
3 | Akuntabilitas 1016 11 1016 =92% 100-92 = 8%
) 11
4 | Pertanggung 469 5 469 = 94% 100-94 = 6%
jawaban_ B} 5
5 | Kewajaran 654 7 654 =93% 100-93 = 7%
7

Sumber: Hasil Jawaban kuesioner, 2011
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Palembang. September 2011
Kepada
Y:h. Bapak/Ibu
Pimpinan PT. Kereta Api (Persero)
Deevisi Regional [ Sumatera Selatan

Assalamualatkom Wr. Wh

Schubungan dengan penelitian saya, maka saya yang :

Bernama - Gita Evita
NIM :222007 118
Judul Penelitian : “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam

Memperbaiki Kinerja i"ada PT. Kereta Api (Persero)

Devisi Regional T Sumatera Selatan™

Dengan ini meminta waktu Bapak/loa kiranya dapat mengisi dafiar
pertanyaan yang saya berikan. Tujuan penelitian dari pertanyaan-pertanyaan ini
adalah untuk bahan dalam menganalisis Penerapan Good Corporate Governance
yang Ditcrapkan Pada PT. Kereta Api Devisi Regional 111 Sumatera Selatan. Data
vang saya peroleh ini tidak akan dipublikasikan dan hanya untuk tujuan
penelitian.  Atas perhatian dan  kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

( Gita Evi a)
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Responden No. D:

iIDENTITAS RESPONDEN
Nama Respenden
Jabatan
Jenis Kelamin
Perdidikan terakhir
Lama kerja

Isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan memberikan fick mark atau

tanda X sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Informasi Umum Good Corporate Governance (GCG)
. Apakah anda mengetahui apa itu sistem tata kelola perusahaan (Good

Corporate Covernanee)?

L] Py L Tidak

2. Apakah prinsip-prinsip good corporate governance telah dilaksanakan dalam
perusahaan?
D va L 1idak

3. Jika ya, apa saja?
] Transparansi
[ Akuntabilitas
[ Pertanggungjawaban
[] Kemandirian

[] Kewajaran
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Prmsip Pransparansi (fransparency)
o vienurut Anda, apayang, dinmaksad dengan transparansy?
Ll Peavedian mlormasi yang material dan relean,
|1 Kewrbukaan dalam melaksanakan proses penpambilan keputusan  dan

informas perusahaan,

Co b iepeksan bongst dan pelaksanaan Legiatan perusahaan

v Apakan pernsahoan telah menyediakan informasi sceara tepat waktu?

|1 Ya Co | hdak

vobika tdak rengpapa®?

Apakah pernsahaan telah menyediakan mlormasi sceara memadai (memenuhi
Lebutubam par stakeholders)?

| v [0 tidak

U Tika tidak, mengapa’?

oA pakah perusahaan telah menyediakan ioformasi secara jelas?

| Ya [ Tidak

0, Jika tidak, menguapa?

VI Apakaly perisahaan telah menyediakan informasi secara akurat dan dapat
dhiperbandimplan?

|| Ya I Tidak
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2 Jika tidak, mengapa’?

i Apakah mlormast perusahaan muedah diakecs olen pemangku kepentingan

sesual dengan hakonya®!

1 Yo [~ ] Vidak

A Dk ya, apa saga imlormast yang diungkaplan oleh perusahaan®?

Visi

Misi

Sassrn usihia

Strateg perusahaan

Kondira keunnpan

Sustnan dan kompensasi pengurus

Pem g saham pengendali

Kepenulkin sabam oleh anggpota direl si dan anggota dewan komisaris
Sistem manegemen restko

Sistem penpawasan dan pengendalian internal

Stsicra dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya

Kejadum penting yang, dapat mempergaruhi kondist perusahaan

Cikac tidaly, mengapat?

Apakah dengan adanya prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan,

kerahasiaan perasahaan akan menjadi berkurang?

1 Ya ] Tidak

Tika tidak mengapa?



. Apakal kebijakan perusshaan telah dijeiaskan secara tertulis?

| Ya [ ] Tidak

1O Dika tudale, menyapa?

0. Apakal kebijokan perusahaan telabh dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan’

[ ] Ya [ 1 Tidak

"Bk sl mengapa?

Prinsip Aknutabilitas (accountability)

Menat Anda, apa vang dimaksud denzan akuntabilitas (accountabitity)?
[ Peranppungawaban dari setiap organ perusahaan
CORepetisan fungsi, pelaksanaan, dan pertanpggungjawaban organ

L Pertangpungjawaban kinerja perusaaaan
Y Apakah perusabaan telah menetapkan vincian tugas masing-masing karyawan
perosabizaan seeara jelas?
"] Ya | ] Tidak
24, Jika tidak, mengapa?
25. Apakah perusahaan telah menetapkan cincian anggungjawab masing-masing

karyawan perusabaan sceara jelas?

77 ¥a [ ] Tidak
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206. Jika tidak, mengapa?

21, Apakah perusabaan wloh memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya
dalan peinksanaan GOG?

171 Y [ ] Vidak

'R Nka tdak, mengapa?

70, Apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendatian internal?

) Ya | ] vidak

. Jika udak, menpapa’

31 Apaksh perusahaon telab memiliki ukuran kinerja untuk senua jajaran
karyawan pernsahaan?

1 Ya [ ] Tidak

12, Jika ya, dengan cava apa?

34, Apakah perisabaan telah memiliki sistem pengliargaan (reward) dan sanksi
(purishment) bapi Karyawan'/

C1Ya [ ] Tidak
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35, Jika ya, dengan cara apa’?
PPenphargann Greward)

Sanksi (peisfinient)

36, Jika tudak, menpapa?

37, Apakab perusabaan telah membuat ctika bisnis atas dasar kesepakatan
hersama'?

[ 1Ya | ] Tidak

8. Jika o ya, apakah dalam melaksanakan  tugasaya, setiap karyawan telah
berpepang padi ctka bisnis yang telah disepakei?

| ] Ya I Tidak

3O, Ika udak, mengapa?

AL Apakah perusahoan telah membuat pedoman perilaku (code of conduct) atas
desar kesepakatan bersama?

{7F Yai [ ] Tidak

A1, Nka ya, apakoh  dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah
berpegang pada pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati?

[1Ya [ ! Tidak
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Vrinsip Pertanggungjawaban (responsihility)

[, Meanrut Anda,  apa yang  dimaksud  dengan  pertanggungjawaban
(responsibiliney?
[ ] Pertmpeungjawaban atas sistem tata kelola perusahaan
Lol Pertanppungjawaban atas kinerja poinsahaan berdasar perundangan yang
bertaku
bl Kesesaan dalam pengelolaan pevusahcan terhadap perundangan yang

berlaku dan prinsip korporasi yang, chat

CEoApakale daam melaksimakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada
princip tehote-hatian®?

| d Y [ ] Tidak

o ika tidak, mengapa’?

Apakah perusabaan telah mematuhi pevaturan perundang-undangan, anggaran
dasar aan peraturan perasahaan (hy-lawsy?

| ] Ya [ ] Tidak

Eohka tdak mienpapa’?

W, Apakah pernsahaan teloh raembuat perencanaan mengenai tanggungjawab
sosial (peduli pada masyarakat dan lingicungan sekitar)?
"1 Ya [ ] Tidak
9. lika tidak. mengapa®?

}



(0. Apakah perusabaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli pada
masyarakat dan lingkungan sekitar) tersebut?

" "1 ¥ [ 71 Tidak

vk tdalc mengapa?

Prinsip Kemandirian (independence)

52 Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kemandirian (independence)?
|1 Pengelolaan perusahaan secara profasional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh
L Penpelolian secara independen dan tanpa ada pihak lain /ang menguasai
b Pelaksanaan GCG secara mandiri dan konsisten  tanpa benturan

kepentingan dan pengaroh

Apakahdadaor melaksanakan  tugasnya,masing-masing  karyawan  telah
terhindar dar dominasi oleh pihak lain?

I 1¥Ya || Tidak

sS40 dika tidak. menpapa?

........................................................................................................................

55 Apakali dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah
terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu?

] Ya [~ Tidak

0. Jika tidak, mengapa?

....................................................................................................
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57 Apakah dalam melaksanakan tugasnya,masing-masing karyawan telah bebas
dart benturan kepentingan dan segala pengarub/tekanan dari pihak lain?

| 1Ya U] Tidak

58, Jika tidak, mengapa?

hG. Apakah dalam melaksanakan  tugasnya, masing-masing karyawan telah
melaksanakan  fungst dan tugasnya sesnai dengan anggaran dasar dan
peraturan perimdang-undangan?

[ ] Va [ ] Tidak

6O, hika tdak, mengapa”

o1 Apakah  dalam melaksanakan  tugasnva,  masing-masing  karyawan
mendominasi/melempar tanpgungjawab antara satu dengan yang lain?
[ ]Ya [ ] Tidak

(2. Nka tidak, menpapa?

Prinsip Kewajaran (fairness)

63. Menurut Anda, apa yang dimaksud deingan kesetaraan dan kewajaran
(firness)”
[ 7 Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi bak-hak stakeholders
[ 1 Keadilan dan kesctaraan di dalam memcenuhi hak-hak stakeholders

[ ] Keadilen dan kewajaran di dalam memennhi hak-hak stakeholders

8%
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OO

¥

).

Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada
pemangku kepentingan (stakeholders) untak menyampaikan pendapat bagi
i.|-|w||linp:u: perasahaan?

P Ya [ ] Tidak

hika tidak, mengapa?

Apakah perasahaan dalar kegiatan rapat (elah memberikan kesempatan pada
pemangku kepentingan  untuk - memberiban  masukan  bagi - kepentingan
perusahaan”

¥4 [ ] Tidak

Tika tidak mengapa?

Apakah perasahaan telah membuka akses atas  informasi untuk — setiap
pemangku kepentingan?

| Ya I Ndak

Flea tidade oengprapa?

Apakah perasahaan telah memberikan pertakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi vang diberikan
kepada pernsahaan?

| Yo [ Vidak

Dika tidak menpapa?
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PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL Il SUMATERA SELATAN

SURAT KETERANGAN
No. 16/MSDM/V1/SS-2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Manager Sumber Daya Manusia dan
Penggajian PT. KERETA API INDONESIA (PERSEROQ) Divisi Regional IIl Sumatera
Selatan Palembang, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GITA EVITA

NIM : 222007118

Jurusan : Ekonomi Akuntansi

Program studi : Ilmu Ekonomi

Universitas  : Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah selesai melaksanakan penelitian di PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) Divisi Regional IIl Sumatera Selatan Palembang.

" Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya ‘untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Palembang
Pada tanggal : 14 Juni 201t

a.n. EVP Divisi Regional Il Sumatera Selatan
Semor Manager SDM dan Umum

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN
JI. Jenderal A. Yani No. 541 13 Ulu (Plaju) Palembang 30263 Facs (0711) 512383
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UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG Y FULLNAME'" . | \TIME TAKEN:
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER Gita Evita 08.00-10.00 AM
JI. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433 SEX | DATE OF BIRTH | 'TEST DATE
e-mail: Ibpk_feump@yahoo.com  ME ‘DIMIX | DIMIY
F 26-Mar-1989 29/7/2011
' TOEFL PREDICTION SCORES = = !
SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | TOTAL SCORE : EXAMINEE'S NUMBER
45 39 \ 39 410 525
DATE OF REPORT
4/8/2011

Prof. Dr. Indawan Syahri,M.Pd.
Consultant

secure condmons. This score is vard foronty six months. Thns report is conﬂdentlal
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DIBERIKAN KEPADA :
NAMA : GITA ERVITA
NIM : 222007118

JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 18 Juni 2011
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JURUSAN AKUNTANS! (S1)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.Hi)

FAKULIAS EKONOMI
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BIODATA PENULIS

: Gita Evita

1222007 118
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: Perempuan

: Islam

: JI. Inklaring RT 04 RW 01 Kertapati Palembang
: Mahasiswi

: 08984408934

: RA. Syafardi ST

: Efianti

: Karyawan PT. Kereta Api Devisi Regional 11l Sumatera

Selatan

: Ibu Rumah Tangga
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